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BUPATI BANDUNG BARAT

e — ——————————————————
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

AN DESA DI LINGKUNGAN KABUPA
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 ABLPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa dalam rangka membiayai kebutuhan desa dalam
pen.yelenggaraan pembangunan di desa, perlu dialokasikan Dana
Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2009:

bahwa pengalokasian Dana Perimbangan Desa termaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuka_n
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4389),

: Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Kf;{;::ggr:nnd;ggara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
sebag Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-tnéens ' Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

ar .
grl_aenr:bbaa}::r’: L:ﬁgaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

g Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan

: dung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
gaezﬁgﬁ:(er;n?jz:esiag Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4688),

Undang-Undan
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MENETAPKAN :

10.

11.
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15.

16.

PERATURAN BUPATI

Peraturan Pemeri
Intah
Keuangan Daefah(Lem:Omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Nomor 140, Tam aran Negara Republik Indonesi
, b onesia Tahun 2005
4578), ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peratur : ’

Pedome?rrx1 Pneﬂr?ggg! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

dengan Peratura a:ﬂn Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

tentang Perubah N Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

2006 tentang p an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
NG Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

P .

Pzgit;r:: gg:ﬁ” TD?'a"C‘ Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang
ata Cara Pelapora :

Penyelenggaraan Pemerintah Desa;p n dan Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D),

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Barat Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:
TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA

PERIMBANGAN DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

! Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan daerah.

% Bupati adalah Bupati Bandung Barat .
4 Kecamatan adalah wilayah kerja ca

Barat

mat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

5 Desa a kat
dalah kesatuan masyara g
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat = setempat,
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: at istiadat et .
pemerintahan Negara Kesatuan Rep“blik?negiat yang diakui dan dihormati dalam sistem
esia,

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan ur
usan

' dan badan permusyawa
S varakal Setempatyber Jaa:;i?kadesa dalam mengatyr dan mengurus kepentingan
gihormati dalam sistem pe TKan asal ygy) dan adat Istiadat set i
Pemerintahan Negara Kesatuan Republike; t-ijmpat LR een
ndonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala d
pemerintahan desa. 8 €Sa dan per angkat desa sebagai unsur penyelenggara

Pe€merintahan oleh pemerintah desa

g Badan Permusyawaratan Desa, Selanjutn
merupakan perwujudan demokrasi dalam
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

ya disingkat BPD, adalah lembaga yang
Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah

suatu rencana keuangan tahunan daerah i
yang ditetapkan b
tentang Anggaran Pendapatan dan B elanja Daerah, P erdasarkan Peraturan Daerah

11.Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa d
pembangunan Desa. alam rangka menyusun rencana

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13.Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah perolehan bagian keuangan desa dari
Kabupaten.

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

15.Alokasi Dana Perimbangan Desa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah perolehan
bagian keuangan desa dari kabupaten.

16.Alokasi Dana Perimbangan Desa Minimal, yang selanjutnya disebut ADDM, adalah dana
minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama

menurut asas merata.
17.Alokasi Dana Perimbangan Desa Proposional, yang selanjutnya disebut ADDP, adalah

dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang

ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.

18.Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana yang
berasal dari APBD yang dialokasikan kepada desa tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan

prioritas daerah. o
19 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasgrkan_
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang d:guna:\kan untuk - membiayal
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daef:’- N
20. i ungutan daerah sebagai pembayaran J atau
Eﬁ;gﬁ;’n Ez?r? r?gnei?f ’a)zang kr?usus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
di atau badan.

d ingan orang priba . .
aerah untuk kepentinga g n Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

21'?:;%1?% us:rr?%aensgaur(\sf& PTSZ‘;;'; adalah dokumen perencanaan desa periode 1 (satu)
tahun.
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BAB Il
RINCIAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 2

(1) Rinc;ta:spgg;ams'pgi?wal'Penmbangan Desa Tahun Anggaran 2009 diberikan kepada 165
(ser Ima) Desa sebesar Rp 22.379.000.000,00 (dua puluh dua milyar

tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupi inci _
yang tidak terpisahkan dari Pefaturanen?h)' yang rinciannya tercantum dalam Lampiran |

; skor untuk variabel ind ; .
(2) Besaran : Independen utama dan variabel independen tambahan,
tercantum dalam Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan in?.

(3) Pletrl:rgu;;ielaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Perimbangan Desa kepada desa diatur
oleh Bupati.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Maret 2009

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Maret 2009

EN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR

BERITA DAERAH KABUPAT
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